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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

PT AMNT dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility 

(CSR) fokusnya pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan, 

pengembangan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka 

pengembangan pemberdayaan masyarakat (PPM), oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Program PT. AMNT dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat baik 

ekonomi, pendidikan mau pun kesehatan di kecamatan Lunyuk kabupaten 

Sumbawa sudah berjalan dengan baik terbukti dengan perubahan kualitas 

pola pikir masyarakat akan kemandirian khususnya dalam kehidupan 

ekonomi yang lebih baik serta keinginan masyarakat untuk berubah 

semakin meningkat. 

2. Dampak program CSR PT AMNT terhadap pengembangan pemberdayaan 

masyarakat (PPM) di wilayah kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa 

dengan adanya bantuan tersebut sedikitnya dapat membantu meningkatkan 

perekonomian masyarakat di radius wilayah eksplorasi tambang Blok 

Elang-Dodo Rinti. 

5.2. Saran  
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Berdasarkan kesimpulan dikemukakan maka peneliti memberikan beberapa 

saran atau rekomendasi untuk mengatasi masalah dengan kehadirannya 

perusahaan tambang terhadap kehidupan masyarakat atau terhadap kualitas 

lingkungan sebagai berikut: 

1. Bagi pihak pemerintah kabupaten Sumbawa sebagaimana menjalankan 

melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam terhadap perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan perlu 

elaborasi serius serta dengan cepat dan tanggap terhadap permasalahan-

permasalahan yang ada di ruang lingkup eksplorasi mau pun menjelang 

akan dilakukannya eksploitasi tambang tahun mendatang. 

2. Bagi perusahaan pertambangan hendaknya yang akan melakukan eksplorasi 

mau pun eksploitasi agar lebih memperhatikan, memprioritaskan aspirasi-

aspirasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan dapat mengelola,  

memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan 

bersama agar terciptanya lingkungan yang kondusif di tengah masyarakat 

lokal. 

3. Bagi pihak dinas terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi serta 

Kantor Lingkungan Hidup (KLH) agar lebih meningkatkan kinerjanya 

dalam hal pengawasan (controlling) pelaksanaan penambangan yang akan 

dilakukan sehingga berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur 

(SOP) yang berlaku. 

4. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran akan pentingnya eksploitasi sumber daya alam yang turut tetap 
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memperhatikan kelestarian lingkungan. Agar dapat meminimalisir dampak 

negatif dari kegiatan tersebut. Selain itu, bagi masyarakat yang melakukan 

penambangan ilegal secara manual hendaknya mengikuti prosedur dan 

peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. 

5. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang profil atau 

eksistensi dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi pertambangan yang ada di 

kecamatan Lunyuk khususnya. Sehingga diharapkan penelitian tersebut 

dapat melengkapi menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan 

berikutnya. 
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